BAB I
FENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diikuti Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999 mengenai kebijakin, otonomi daerah serta desentralisasi

fiskal disebabkan tefjadinya penubahan amtara ikatan hubungan yang dialami
aharuar dengan dikelnckannya Undang-Undang
32 Tahun 2004 dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
erisikan tentang pemerintah dacrah dan perimbany

3 _' il antara

digunakan untuk membeli barang. yang berguns untuk pelaksanaan kegiatan
instalasi, jaringan dan lain sebagainya (Farel2015). Dalam pengalokasiannya,
anggaran Belanja Modal diperoleh pemerintah daerah bersumber dari dana APBD.,
Dalam APBD. pengalokasian Belanja Modal akan dilakukan oleh pemerintah
daerah dan harus didasari oleh pertimbangan atas kebutuhan Belanja Modal daerah



dalam mempermudah pengerjaan  tugas pemerintahan  ataupun  dalam
pembangunan fasilitas publik.

Menurut Nurzen (2016) meningkatnya pengalokasian anggaran Belanja
Modal yang dilakukan pemerintah dserah akan berpengaruh dan memiliki

meningkatkan penggalian terhadap sumber pendapatan daseali
Aujua terutsma untuk pengalokasian anggaran Belanja Modal yang bersu

‘ Dacrab (PAD). PAD menjadi sumber.utam !
(Abdullah. 2014). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan babwa

PAD sebagai salah - masukan yang diperoleh daerah me

Belanja Modal, terdiri atas Pajak Dacrah, R
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD vang Sah. Seluruh sumber
PAD tersebut akan disesuaikan dengan keunggulan dan ketersediaan sumber daya
yang dianggap mampu dijadikan sebagai sumber PAD. Dalam pelaksansanya,

pemenntah  daerah  sebagal pemegang  kewenangan untuk  menjalankan



pemerintahan memegang peran penting dalam tercapainya peningkatan PAD
melalui berbagai kebijakan vang diketunrkan.

Dengan terjadinya peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD,
pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengalokasian yang besar pula
pada angggaran Belanja Modal agar dapatim haiki kualitas pelayanan kepada

D ya ng diterima oleh pemerimtah

serbagai fakior yang mengakibatkan terjadinya ke
unnyaa seperti rendahnya penerimaan daetah yang beasal dari PAD
Ervebabicnn & va kurangnya saana dan ‘ dan adanya
: ngakibatkan  terjadinya

pencegahan maka pemerintah pusat melakukan memberikan transfer dana bantuan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana
Penimbangan adalah bantuan berupa dana pemasukan vang dialokasikan

pemenntah pusat dengan tujuan memberkan bantuan berupa dana kepada



pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu doerah
untuk memenuhi  kebutuhannya selama pelaksanaan  desentralisasi.  Saat
pengalokasian, Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga jenis dana vaitu Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAL dan Dana Alokosi Khusus (DAK).

DBH terdiri dari DBH pajak dan'bukan pajak. Sebelum dilakukonnya

keterkaitan cukup erat dengan bant

pemerintah pusat dalam memenuhi Belanja Modal. Besarnya jumlah transfer yang
diperoleh oleh pemerintah daerah diprediksi memiliki pengaruh terhadap Belanja
Modal. Jika terjadi penurunan terhadap jumlah transfer DBH. DAU. dan DAK yang

diperoleh pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap penurunan pengeluaran



Belanja Moda. begitu pula sebaliknya jika terjadi kenaikan terhadap jumlah transfer
DBH. DAU, dan DAK yang diperoleh pemerintah daersh akan berpengaruh

terhadap Belanja Modal. Belanja Modal akan terwujud apabila terdapat keseriusan
pemerintah daerah dalam menarik investor dengan memberikan berbagai fasilitas

2018, PAD berjumlah Rp 2442
(triliun), dan Belanja Modal berjumiz 132 (triliun) serta pada tahun 2019,
PAD berjumiah 2,082 {triliun), Dana Perimbangan berjumiah Rp 2,385 (triliun),
dan Belanja Modal berjumiah Rp 1,035 (triliun). Berikut rincian realisasi Belanja
Modal, PAD dan Dana Perimbangan vang terdapat pada KabupatenKota di Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019,



Tabel 1.1 Reallsasl Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa

Yogvakarta

{Juta Rupizah)
kKah/Kota 2014 2015 2010 2017 2018 2019
Kab, Bantul 310,415 | 334880 | 284061 [ 332619 [ 338.160 [ 336.714

Kab. Gumung | 127.289 | 238,175 | 234.691] | 396,845 | 304.762 | 493,784
Kidul
Kab, Kulonprogo | 146,567 | 276,055 | 259.878 | 258.766 | 340.494 | 421.935
Kab. Sleman 282,862 | 426,782 344002 | 380627 [ 411.312 ] 451.531
Kota Yoovakaria [ J93:078 | 356385 | 350589 .04 314 | 325.002 | 337434
Sumber: Data sekunder ditlah, 2020

Berdasarkan data diatas, terlihal terfadinya flukivasi pada realisasi Belanja
Maddal pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidull Kabupaten Kulonproge.
dan Kabupaten Sleman pads tahun 2014-2019, Kota Yogyakarta menjadi satu-
satunya’ pemerintah daerah di Daerah lstimewa Yopyakaria yang mengalami
keselnbilan dalom meningkatkan Belanja Modal setiap tahunnya,  Balam
pelakzanaan Belapja Modal, pemenintah doearh pada Kabupaten/Koty di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang merupakan daersh otonom mengandalkon PAD sebagai
pendaan utama sebagai bentuk kemandirian daerahnya. Berikut data realisasi PAD
Kabupaten Kota di Dagrah Istimewa Y ogyakarta tahon 2014-201] 9;

Tabel 1.2 Realisast Pendapatan Asll Daerah Kabupaten/Kota di Daerah

Istimewa Yogvakarta
(Juta Rupial)
Kah/Kota 2014 2015 2016 | 3017 2018 2019
Kab. Bantul 357411 | 390.624 | 404,455 | 494,179 | 462.653 | 505.929

Kab. Gumeng | 159304 | 196,000 | 206279 | 271.370 [ 226,984 | 254.810

Kidul

Kab. Kulonprogo | 158.623 | 170,822 | 1RO.273 | 249692 [ 211.047 | 237876

Kah. Sleman 573.337 | 643130 | TI7.150 | 825.637 | 894.272 | 972.049

Kota Yopyakarta | 470641 | 510.548 | 540.504 | 657.049 | 667.493 | 689.049
Sumber; Data sebunder dinlah, 2020




Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa realisasi PAD pada KabupatenKota
di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 masth mengalami flukiuas
seperti yang terjadi pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan
Kabupaten Kulonprogo. sedangkan Kaobupaten Sleman dan Kota Yogyakarta
mampu meningkatkan PAD pada tahun 2004.2019. Terjadinya peningkatan PAD
setiap tahunnya dupal Berpenganih terhadap pengalokasion anggaran Belanja
Modal. Komfnﬂhhﬂummﬂmm bagt Kabiipaten'Kota di Daerah
Istimeiwa Yogyakarta yang masih mengalami fluktussi pada penerimaan PAD dan
pelaksanaan Belanja ‘Modal. Terlihat dari tabum 20142019 penerimaan Kota
Yogyakarta yung berasal dori PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan
hal imi berpengarub terhadap pelaksanaan Belanja Modal Vang juga mengalami
plmrm disetiap tahunnys. Jika dalam pelaksaan Belanja M.&ngﬁn
sumber pendanasn PAD dirssa kurang. maka pemerintah  daerah’ dapat
miempergunakan Dana Perimbangan sebagai dana baniuan dari pemerintah pusat
untuk memenuhi pelaksaonpan  Belanjs Modal Berikut data realisasi Dana
Perimbangan Kabupaten/Kota di Dacrah Istimews Yogyakarta tahun 2014-2019:

Tlhei=ﬂ_wmllg:n thm di Daerah Istimewa
Yogvakariy

(Juta Rupiah)

kKah/kota 014 2015 2016 2017 018 019

Kab. Bantul | 1.036.632 [ 1.041.842 | 1.331.352 | | 287.256 | 1.355.455 | L35LI157

Kab.Gunung | 923.974 | 978310 | L.239.625 | 1.250.742 | 1.264.791 | L323.197
Kidul

Kah. TOR2T0 | TI9.998 | 957551 | 942334 | 973.556 | 1.039.945
Kulonprogo

Kab. Sleman | 1.034.404 | 1052113 | 1.321.660 [ 1.335.572 | 1.368.717 | 1.371.364
Kota 663.712 | 652748 | B75.430 | RTL360 | B67.706 | B57.308

Yogvakarta




Sumber: Data selumder diolah, 2020

Berdasarkan data realisasi Dana Perimbangan diatas, terjadi flukiuasi vang
terjadi pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta.
Terjadinya fluktuasi ini dapst mempengoruhi peloksansan Belanja Modal,

Penelitian Lestari (2007} dan Rangkuti (2018) menenukan hasil balwa Dana
Perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja
Modal. Sedangkan hasil penelitian Badjran et al. (2017) dan Sayman (2019)

bertolak belakang dengan memaparkan bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki



berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sayman (2019) menjelaskan bahwa Dana
Perimbangan tidak selalu mengakibatkan ketergantungan terhadap pengalokasian
anggaran Belanja Modal.

Berdusarkan hasil penelitian terdshulu yang hanya melakukan penelitian
terhadap PAD dan Dana Perimbangan sajasMaka, berdasarkan penjelasan dan hasil

Fﬂﬂe][ﬁm lerdabu 5, Pemedit ' wntuk melakukan PE‘MHIIBD

_ .- rimhungm SeCH

@ Sah, DBH, DAU dan

eliti mengangkat judul penelitian “Pengarh] AsliDaerah dan
bangan terhadap Pengalokasian Anggaran Bs

WK ota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tabun 2014-2019

2014-20197

atiggari. Bélanji Modsl jads Kabupben/Xols @l Duerah Istizowa
Yogyakarta tahun 2014-20197
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3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh
positif terhadap pengalokasian anggaran  Belanja  Modal  pada
Kabupten/Kota di Daerah Istimewa Yogykarta tahun 2014-20197

4 Apakah Lain-lain PAD yang Sah berpengoruh positif terhadap

dal di Daerah Istimewa Yogyakarta

anggaran  Belanja Modal pada KabupatenKots di Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2014-20197
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1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalsh diatas, diperlukannya batasan masalah untuk lebah

fokus dalam melakukan penelitian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini

Daerah dipisahkan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran
Belanja Modal pada Ksbupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

20014-2019.
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4. Untuk membuktikan secars empiris apakah Lain-lain PAD yang Sah
berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019,

5. Untuk membukfikan secara empiris apakah DBH berpengaruh terhadap

positif pengalokasian anggaran Bélanja Modal pada KabupatenKota di

Daerah Isnmewa Yooyaks
6. Untukmembikiksl secara empiris apakih DAL, berpengaruh positif
aeroh Istimewa Yogyvokarta tahun 2014220

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019.
sk Doera, Rtbus D, Hasil Pengelala
Dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Duerah ¥

Modal pada
Kabupaten/Kota diiDacrah dstimews ¥ogyakirta tahun 2014-2019.
1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak,
sebagai berikut:
1. Bagi Penelii
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Peneliti dapat meningkatkan keilmuan berkaitan akuntansi - sektor
2. Bagi Pemerintah Dacrah
a. Pemerintsh daersh pada KabupatenKota di Doerah Istimewa

Yogyakarta dapat mengukus Sejauh mana pengaruh pengalokasian

dipelajari di dunia pendidikan dengan keilmuan yang diperiukan dalam
dunia kerja.

c. Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan.
Pengajaran, dan Pengabdian Masyarakat.
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Lo  Sistematika Pembahasan

Dalam menyusunan penelitian ini. berikut kerangka pembahasan yang disusun
peneliti.

BAB1 PENDAHULUAN

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan, saran-saran. daftar pustaka dan
lampiran.
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